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Pendahuluan
Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam

pembangunan nasional. Dalam menjalankan program kegiatan desa, sangat penting untuk
memanfaatkan dana desa secara maksimal dan terstruktur agar tercapai efektivitas dan efisiensi.
Untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah
mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan tata kelola
keuangan melalui inovasi electronic government (E-Government) yaitu Aplikasi Sistem Keuangan
Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah salah satu inovasi teknologi
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar menjadi lebih
efektif. Pengembangan aplikasi Siskeudes merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengenai
Pengelolaan Keuangan. Tidak hanya itu, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalin kerja sama dengan BPR
Delta Artha untuk mengimplementasikan transaksi non tunai di seluruh desa. Langkah ini menjadi
lanjutan dari instruksi yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ
yang diterbitkan pada 17 April 2017 mengenai Penerapan Transaksi Non Tunai di Pemerintah
Daerah.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)
Penelitian ini difokuskan pada relevansi integrasi sistem dengan prinsip-prinsip akuntabilitas
menurut Kohler dan keterkaitan aplikasi tersebut dengan Bank BPR dalam mendukung
kebijakan pemerintah terkait penerapan transaksi non-tunai, adapun rumusan masalah
dijabarkan sebagai berikut: 

a) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didefinisikan oleh Kohler dapat
tercapai melalui optimalisasi penggunaan aplikasi Siskeudes Desa Keper?

b) Mengapa aplikasi Siskeudes belum terintegrasi dengan Bank BPR Delta Artha, dan 
bagaimana hubungan keduanya dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait
pemerintahan desa? 
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Metode

Metode Penelitian Kualitatif

Jenis Penelitian

1. Penyampaian Laporan Secara Rutin

Dan Tepat Waktu Oleh Pihak Yang

Berwenang

2. Tanggung Jawab Keuangan Desa

Diukur Dalam Nominal

3. Pembuktian Tata Kelola Keuangan

Desa Yang Baik Sesuai Aturan

Teori Akuntablitias

Menurut Kohler (2007)

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data

Desa Keper Kecamatan Krembung

Kabupaten Sidoarjo

Lokasi Peneltian

1. Kepala Desa

2. Sekretaris Desa (Operator Siskeudes)

3. Kaur Keuangan

Teknik Penentuan

Informan

Data Primer dan Data Sekunder

Sumber Data



5

Hasil dan Pembahasan
1. Penyampaian Laporan Secara Rutin Dan Tepat Waktu Oleh Pihak Yang

Berwenang

Pelaporan atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah proses di mana pemerintah
desa menyampaikan laporan mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak terkait. Proses ini
merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan ini
mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan capaian program yang telah dilaksanakan selama periode tertentu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara berkala, termasuk laporan semesteran dan tahunan. Laporan ini
harus mencakup informasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengawasi
penggunaan dana desa secara efektif.

Keterkaitan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan adanya konsistensi dalam manfaat
aplikasi Siskeudes terhadap efektivitas pelaporan keuangan desa. Utami (2023) menegaskan bahwa penggunaan
Siskeudes mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas melalui penyusunan laporan yang lebih sistematis, meskipun
terkendala pada aspek kapasitas sumber daya manusia. Hal tersebut sejalan dengan temuan di Desa Keper, di
mana pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan lebih cepat, terstruktur, dan
minim kesalahan dengan bantuan template laporan pada Siskeudes.
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Hasil dan Pembahasan
2. Tanggung Jawab Keuangan Desa
Diukur Dalam Nominal

Salah satu indikator penting akuntabilitas menurut
Kohler adalah bahwa pertanggungjawaban keuangan
harus dapat diukur dalam bentuk nilai uang yang jelas
dan terverifikasi. Dalam konteks pengelolaan
keuangan desa, hal ini berarti seluruh penerimaan dan
pengeluaran harus dicatat dan dilaporkan secara
kuantitatif, agar dapat dinilai akurasi, efisiensi, dan
kepatuhannya terhadap anggaran yang telah
ditetapkan. Melalui penerapan aplikasi SISKEUDES,
Pemerintah Desa Keper telah menjalankan prinsip ini
secara konkret. Aplikasi ini dirancang untuk menginput
dan merekam semua transaksi keuangan dalam
bentuk nominal rupiah. Setiap kegiatan yang dibiayai
dana desa memiliki alokasi anggaran tertentu yang
harus dijaga ketat penggunaannya, dan realisasi
pengeluaran dicatat sesuai dengan jumlah yang
benar-benar dikeluarkan.
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Hasil dan Pembahasan
3. Pembuktian Tata Kelola Keuangan Desa Yang
Baik Sesuai Aturan.Pembuktian tata kelola
keuangan desa yang baik dan sesuai dengan
peraturan merupakan elemen penting dalam
mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa.
Hal ini menegaskan bahwa selain melakukan
pelaporan secara rutin dan memberikan
pertanggungjawaban yang terukur dalam bentuk
angka atau nominal, pemerintah desa juga harus
mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian
proses pengelolaan keuangan dilakukan secara
sistematis dan tertib. Proses tersebut harus
senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang
berlaku serta mengedepankan prinsip
transparansi, sehingga seluruh pihak yang
berkepentingan dapat mengakses informasi
dengan jelas. Selain itu, pengelolaan keuangan
desa harus dijalankan secara efektif dan efisien,
guna memastikan bahwa sumber daya yang
tersedia digunakan secara optimal untuk
mendukung pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat desa. Dengan demikian, pembuktian
tata kelola keuangan yang baik tidak hanya
menjadi kewajiban administratif, tetapi juga
menjadi fondasi penting dalam membangun
kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas
pemerintahan desa secara menyeluruh.
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Temuan Penting Penelitian

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, terdapat keterkaitan
dengan permasalahan yang ditemukan dalam observasi
lapangan. Permasalahan tersebut mencakup berbagai kendala,
baik yang berasal dari sistem maupun dari sumber daya manusia
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi Siskeudes.
Namun, tidak ada penelitian yang membahas tentang keterkaitan
aplikasi Siskeudes dan Bank BPR untuk mendukung kebijakan
pemerintah dalam menerapkan sistem transaksi non-tunai di
lingkungan pemerintahan desa sebagai upaya akuntabilitas yang
lebih efisien.
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Manfaat Penelitian
• Memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa berbasis digital melalui penerapan aplikasi
Siskeudes.

• Menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dan pemerintah
daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas
pengelolaan keuangan desa.

• Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas
keuangan desa.

• Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan
keuangan desa dan sistem informasi pemerintahan.
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